
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Kolaka; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit 
Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah 
induknya; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4419); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
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8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 532); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun 2016 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 
2016 Nomor 45). 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka; 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kolaka; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka; 
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamm dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi; 

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan; 

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam 
rangka memimpin suatu organisasi Negara; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLAKA. 

Menetapkan 
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(1) Klasifikasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), diklasifikasikan atas kelas A. 

(2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan basil analisis beban kerja. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 

Klasifikasi 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah; 

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat 
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka; 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi : 

Pasal 7 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan 
layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri 
atas: 
a. kepala UPTD; 
b. sub bagian tata usaha; dan 
c. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan Struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

( 1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas. 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah. 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 4 

BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI 
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(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana 
kegiatan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan 
bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan 
dan pencatatan data korban dan pelaksanaan kerumahtanggaan serta 
pelaporan hasil kegiatan UPTD. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Pasal 9 

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, 
merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam 
menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 
masalah lainnya serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi UPTD. 

Pasal 8 

a. penyusunan program kerja/ rencana operasional kegiatan UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak; 

b. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan 
layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 

c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan 

Anak; 
e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam 

lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 
f. pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi 
di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. 

(2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannnya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 
kepala UPTD. 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Perlindungan Perempuan dan 
Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai 

bidang keahliannya. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

-8- 



(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi 
persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/ a 
atau jabatan pengawas. 

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural 
yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan 
dengan Eselon IV /b atau jabatan pengawas. 

(5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan 
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah 
atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya. 

BAB VI 

KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 13 

(4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan 
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala 
satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 
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~OITU MURTOPO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR ;.7 

l 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal ;o *4 vs J.o,-, 

~SEKRETARIS DA KABUPATEN KOLAKA,<)o 

2021 
Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal ~o lrf1rA 

~BUPATI KOLAKA, V,' . 

~~ 

}AHMADiSAFEI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
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'ij., BUPATI KOLAKA<J / 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUBAG. 
TATA USAHA 

KA.UPTD 

STRUKTUR ORGANISASI 

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
DIN AS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN KOLAKA 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR : J..7 TAHUN 2021 
TENTANG : Prl.mENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLA.KA. 
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